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PENETAPAN
Nomor 0094/Pdt.P/2018/PA.Tlg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa perkara-perkara tertentu
pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan
pengesahan nikah (itshat nikah) yang diajukan oleh:

Arisuddin bin A. Azis Ando, tempat tanggal lahir Taliwang 07 September
1994, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan
petani, tempat tinggal di Dusun Rorapedi, RT.002 RW.001, Desa Banjar,
Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, sebagai
“Pemohon I”

Sumi Septiani binti Zainuddin MS, tempat tanggal lahir Labuhan Lalar 09
September 1996, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir
SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Rorapedi,
RT.002 RW.001, Desa Banjar, Kecamatan Taliwang, Kabupaten

Sumbawa Barat, sebagai  “Pemohon II”

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca surat-surat perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon | dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti.

DUDUK PERKARA
Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il dengan surat permohonannya
tanggal 03 Oktober 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Taliwang pada tanggal 03 Oktober 2018 dalam register perkara Nomor
0094/Pdt.P/2018/PA.Tlg. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :
1. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2014, para Pemohon melangsungkan
pernikahan menurut agama Islam di Dusun Bangsar, RT.002 RW.001, Desa

Labuhan Lalar, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
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2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon | (Arisuddin bin A. Azis
Ando) berstatus duda cerai dalam usia 20 tahun, sesuai Akta Cerai Nomor:
151/AC/2013/PA. Tlg, tertanggal 01 Agustus 2013, dan Pemohon Il (Sumi
Septiani binti Zainuddin MS) berstatus perawan dalam usia 18 tahun,
pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon Il
atas nama: Zainuddin MS bin Muhammad Saleh, dan dihadiri saksi nikah
dua orang diantaranya masing-masing bernama: Wabu dan Arifin, dengan
mas kawin berupa seperangkat alat sholat (dibayar tunai);

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat
semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada
larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum
Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun dan dikaruniai 1
orang anak yang bernama: - Zaskia Agustina binti Arisuddin, umur 4 tahun 3
bulan;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak Kketiga yang
mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula
para Pemohon tetap beragama Islam;

6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta
nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan
Agama Kecamatan setempat, dengan alasan kelalaian para Pemohon,
sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk
Akta Kelahiran Anak dan kepentingan hukum lainnya;

7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim
untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon | (Arisuddin bin A.
Azis Ando) dengan Pemohon Il (Sumi Septiani binti Zainuddin MS) yang
terjadi pada 15 Mei 2014;

8. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar
Ketua Pengadilan Agama Taliwang memeriksa dan mengadili perkara ini,
selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai
berikut:
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Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon | (Arisuddin bin A. Azis
Ando) dengan Pemohon Il (Sumi Septiani binti Zainuddin MS) yang
dilangsungkan pada 15 Mei 2014, di Dusun Bangsar, RT.002, RW. 001,
Desa Labuhan Lalar, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Pemohon | dan Pemohon Il telah diumumkan oleh
Pengadilan Agama Taliwang pada papan pengumuman Pengadilan Agama
Taliwang, sesuai ketentuan yang berlaku, namun hingga perkara ini
disidangkan tidak ada seorang pun yang keberatan atas permohonan tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon | dan Pemohon Il
datang menghadap sidang, kemudian dibacakan permohonan tersebut yang
isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon | dan Pemohon II;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon | dan
Pemohon Il telah mengajukan bukti surat berupa :

» Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon | Nomor
478/062/BJR/10.2018, tanggal 03 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh
Kepala Desa Banjar, Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat,
bukti surat tersebut telah ditempel dengan Meterai secukupnya dan
dinazegelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan
Agama Taliwang dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,
dan asli Surat Keterangan Domisili tersebut telah dikembalikan kepada

Pemohon I, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
= Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon |l Nomor

478/063/BJR/10.2018, tanggal 03 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh
Kepala Desa Banjar, Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat,
bukti surat tersebut telah ditempel dengan Meterai secukupnya dan
dinazegelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan
Agama Taliwang dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,
dan asli Surat Keterangan Domisili tersebut telah dikembalikan kepada
Pemohon II, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
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= Fotokopi Surat Keterangan, Nomor 474.1/115/BJR/10.2018, tanggal 3
Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banjar, Kecamatan
Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, bukti surat tersebut telah ditempel
dengan Meterai secukupnya dan dinazegelen oleh Petugas Pos serta
dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang dan telah dicocokkan
dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan asli Surat Keterangan tersebut
telah dikembalikan kepada Para Pemohon, lalu oleh Ketua Majelis diberi

tanda P.3;
=  Fotokopi Akta Cerai atas nhama Pemohon |, Nomor 151/AC/2013/PA.Tlg,

tanggal 01 Agustus 2013, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama
Taliwang, bukti surat tersebut telah ditempel dengan Meterai secukupnya dan
dinazegelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan
Agama Taliwang dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,
dan asli Akta Cerai tersebut telah dikembalikan kepada Pemohon I, lalu oleh
Ketua Majelis diberi tanda P.4;

Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il juga mengajukan 2 (dua) orang

saksi :

1. M. Nasir bin Alamsyah, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan
pedagang, tempat tinggal di Dusun Bangsal, RT.003, Desa Labuhan Lalar,
Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, setelah mengangkat

sumpah secara agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Para Pemohon karena saksi adalah Kakek

kandung Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon adalah sepasang suami istri yang menikah
pada tanggal 15 Mei 2014 di Desa Labuhan Lalar, Kecamatan Taliwang,

Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon | berstatus duda

cerai, sedangkan Pemohon I berstatus  perawan, pernikahan
dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon Il yang
bernama Zainuddin MS, dan dihadiri saksi nikahnya Wabu dan Arifin

dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau

hubungan lain yang menghalangi pernikahan mereka serta tidak ada

pihak ketiga yang keberatan atau mengganggu gugat pernikahan
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Pemohon | dengan Pemohon Il, dan Para Pemohon tetap beragama

Islam serta para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama pernikahan para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu)

orang anak;
2. Arifin bin Abdul Karim Bahaswan, umur 60 tahun, agama Islam,

pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Dusun Bangsal, RT.002, RW. 002,
Desa Labuhan Lalar, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat,
setelah mengangkat sumpah secara agama Islam memberikan
keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon karena saksi adalah Paman
kandung Pemohon I;

- Bahwa para Pemohon adalah sepasang suami istri yang menikah
pada tanggal 15 Mei 2014 di Desa Labuhan Lalar, Kecamatan Taliwang,

Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon | berstatus duda

cerai, sedangkan Pemohon I berstatus  perawan, pernikahan
dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon Il yang
bernama Zainuddin MS, dan dihadiri saksi nikahnya saksi sendiri dan

Wabu dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau

hubungan lain yang menghalangi pernikahan mereka serta tidak ada
pihak ketiga yang keberatan atau mengganggu gugat pernikahan
Pemohon | dengan Pemohon Il, dan Para Pemohon tetap beragama

Islam serta para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama pernikahan para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu)

orang anak;

Bahwa atas keterangan saksi pertama dan kedua tersebut, Pemohon |
dan Pemohon Il membenarkan semua keterangan tersebut;

Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah mencukupkan keterangannya,
telah menyampaikan kesimpulan, serta mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal
sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan
bagian tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM
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Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan Pemohon | dan
Pemohon Il sebagaimana telah diuraikan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon | dan Pemohon II telah datang
menghadap sidang yang pada pokoknya memohon penetapan pengesahan
nikah atas perkawinan antara Pemohon | dengan Pemohon Il yang
dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2014 untuk digunakan sebagai dasar
mendapatkan Akta Nikah dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis telah cukup berusaha
menasehati kepada Pemohon | dan Pemohon Il agar memikirkan kembali
permohonannya, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon |
dan Pemohon Il yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon | dan
Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalii permohonannya,
Pemohon | dan Pemohon Il telah memberikan keterangan serta mengajukan
bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.2, ternyata Pemohon
berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Sumbawa Barat, maka sesuai
ketentuan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009, perkara ini secara kompetensi relatif termasuk kewenangan Pengadilan
Agama Taliwang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, Pemohon | dan Pemohon I
telah diakui oleh Pemerintah setempat adalah benar suami isteri yang telah
menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, Pemohon | saat ini tidak
terikat perkawinan dengan siapapun;

Menimbang, bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah mengajukan 2
(dua) orang saksi, hal mana kedua saksi yang diajukan Pemohon | dan
Pemohon Il sangat mengetahui persis pernikahan antara Pemohon | dengan
Pemohon Il serta keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara

satu dengan yang lainnya saling menguatkan dalil-dalil para Pemohon, maka

6
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Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi tersebut
mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon | dan Pemohon
11, bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi, apabila dihubungkan dengan
dalil-dalil permohonannya, Mejelis Hakim telah menemukan fakta-fakta
didalam persidangan sebagai berikut :
- Bahwa pada tanggal 15 Mei 2014, para Pemohon
melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Labuhan

Lalar, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon | (Arisuddin bin

A. Azis Ando) berstatus beristri, dan Pemohon Il (Sumi Septiani binti
Zainuddin MS) berstatus perawan, pernikahan dilangsungkan dengan
wali nikah Ayah kandung Pemohon Il yang bernama Zainuddin MS, dan
saksi nikahnya adalah Wabu dan Arifin dengan mas kawin berupa

seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian

kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan

tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun dan telah

dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang

mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan para
Pemohon tidak pernah bercerai serta selama itu pula para Pemohon

tetap beragama Islam;
- Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan

akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor

Urusan Agama Kecamatan setempat, sementara saat ini para Pemohon

membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk pembuatan akta kelahiran

anaknya;

Menimbang, ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila
dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu,
selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam
disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum
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Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut
adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan
perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu sebelum menetapkan permohonan
a quo, terlebih dahulu perlu menimbang perkawinan tersebut mengenai rukun
dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum
Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum
Islam bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada: a. calon suami, b.
calon istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi dan e. ijab dan Kabul;

Menimbang, ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila
dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
(yang diberlakukan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 juncto
Keputusan Menteri Agama Rl Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa
perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan
ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut
adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan
perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu sebelum menetapkan permohonan a
quo, terlebih dahulu perlu menimbang perkawinan tersebut mengenai rukun
dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum
Islam;

Menimbang, bahwa  fakta-fakta hukum yang ditemukan
dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan
bahwa perkawinan Pemohon | dan Pemohon Il telah memenuhi rukun dan
syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak
melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal
10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39, Pasal 40, Pasal
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42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan
tersebut sah menurut syariat Islam;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasan yang
jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telah menentukan
alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (e) yaitu
perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan
perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa selain jelas alasannya, permohonan isbat nikah
harus ada kepentingan yang konkret, dan permohonan tersebut diajukan
karena Pemohon | dan Pemohon Il belum mendapat Akta Nikah sebagai bukti
perkawinannya, sedangkan Pemohon | dan Pemohon Il sangat membutuhkan
Akta Nikah untuk kepastian hukum pernikahannya dan pembuatan Akta
Kelahiran Anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum Islam dalam Kitab
l'anatuth Thalibin Juz IV halaman 254 dan Majelis mengambil alih doktrin
tersebut dijadikan pertimbangan sendiri disebutkan :
dalivg (slg 9 Yo alog uivg azuo S5 6shel (le T IS 5 92 Al (99

Js e o4

Artinya : “dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita,

harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan
Syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil’;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon | dan Pemohon Il tersebut
juga telah bersesuaian dengan keterangan saksi dan pengetahuan umum
di tempat tinggalnya dan hingga saat ini tidak ada seorang pun yang
mengingkari perkawinan tersebut (Istizhhar). Hal ini telah sejalan dengan
pendapat Syekh Abdul Wahhab Khallaf dalam kitab [Imu Ushul al-Figh
halaman 92, yang kemudian diambil-alih sebagai pertimbangan Majelis
Hakim, sebagai berikut :

Jubs al e, ol pble arzg) L agis OM9 azg; aiMe 9,c o
laslgnl cole
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Artinya: “Barang siapa yang mengetahui bahwa seorang perempuan itu
sebagai istri seorang laki-laki maka dinyatakan tetap sebagai
suami-istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain”;

Menimbang, berdasar pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan,
Pengadilan patut mengabulkan permohonan tersebut dengan menyatakan sah
perkawinan Pemohon | dengan Pemohon Il yang dilaksanakan pada tanggal
15 Mei 2014 di Desa Labuhan Lalar, Kecamatan Taliwang, Kabupaten
Sumbawa Barat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai
ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon | dan Pemohon Il;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan dan hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon | (Arisuddin bin A.

Azis Ando) dengan Pemohon Il (Sumi Septiani binti Zainuddin MS) yang
dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2014 di Desa Labuhan Lalar,

Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya

yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 231.000,-(dua ratus tiga
puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Taliwang pada hari Selasa, tanggal 30 Oktober 2018 Masehi
bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1440 Hijriyah oleh Hj. Siti Jannatul Hilmi,
S. Ag, M.A,, sebagai Ketua Majelis Hakim, Nurul Fauziah, S. Ag., dan
Rauffip Daeng Mamala, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan
pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
oleh Ketua Majelis Hakim didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan
Sarjan, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama Taliwang dengan
dihadiri oleh Pemohon | dan Pemohon II.
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Hakim Anggota, Ketua Majelis,
Nurul Fauziah, S. Ag. Hj. Siti Jannatul Hilmi, S. Ag, M.A.
Hakim Anggota,
ttd

Rauffip Daeng Mamala, S.H.
Panitera Pengganti,

ttd

Sarjan, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 50.000,-
3. Panggilan para Pemohon Rp. 140.000,-
4. Redaksi Rp  5.000,-
5. Meterai Rp. 6.000.-

Jumlah Rp. 231.000,-

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Salinan sesuai Aslinya
Panitera Pengadilan Agama Taliwang,

Tamijidullah, S.H.
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